calon akan melakukan apa saja
demi meraih kursi tersebut, dengan
memanfaatkan isu agama, etnis,
kedaerahan dan wuang. Memang
dalam dua pilkada serantak tersebut,
terdapat dua kursiyang diperebutkan
(kursi gubemur dan bupati/walikota).
Tetapi karena tidak terjadi koalisi
pendukung pasangan calon yang
sama antara pilkada gubemur dan
pilkada kabupaten/kota, maka mas-
ing-masing pasangan calon dan pen-
dukungnya cenderung mengerucut
untuk berebut satu kursi. Celakanya,
pada situasi seperti itu, aparat kea-
manan tidak memiliki kekuatan yang
cukup untuk mengantisipasinya.
Dalam pilkada yang berserakan wak-
tunya, kekurangan aparat keamanan
di daerah yang sedang melaksanakan
pilkada, bisa dibantu dari daerah lain
yang tidak melaksankaan pilkada.
Sedangkan dalam dua pilkada ser-
entak, semua aparat keamanan
sepenuhnya konsentrasi di mas-
ing-masing daerah, yang secara rasio
jumlahnya tidak sebanding dengan
ketegangan dan potensi konflik. Pada
titik inilah pengaturan dua pilkada
serentak bisa menjadi blunder, men-
ciptakan kekerasan dan kerusuhan
yang lebih besar, sehingga penghe-
matan biaya jadi tidak ada artinya.
Dua pilkada serentak juga menimbul-
kan kebingungan pemilih yang luar
biasa, sehingga bisa meningkatkan
potensi kekerasan dan kerusuhan.
Pemilih bingung karena koalisi partai
politik pendukung pasangan calon
tidak jelas. Misalnya, path pemili-
han gubemur Partai A dan Partai B,
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berkoalisi dengan Partai C dan Partai
D untuk mengusung pacangan calon
gubemur, tetapi pada pemilihan
bupati/walikota Partai A berkoalisi
dengan Partai C dan Partai E, seh-
ingga pendukung Partai A dan par-
tai-partai lainnya dibingungkan oleh
pilihan politik partainya. Partai politik
tidak menyadari, bahwa ini merupa-
kan benih-benih ketidak percayaan
pendukung kepada partai politik.

Pemilihan kepala daerah ser-
entak dilaksanakan sebagai upaya
mendemokratisasikan kehidupan
berbangsa-bernegara di  tingkat
lokal. Penumbuhan demokrasi ting-
kat lokal ini merupakan ikhtiar untuk
mencari pemimpin lokal yang memi-
liki legitimasi kuat, demokratis dan
representatif. Sebuah pengalaman
berdemokrasi yang jika dilihat dari
pluralitas negeri kita tampak mer-
upakan pesta demokrasi yang sarat
beban. Pelaksanaan pilkada secara
langsung ternyata bukan tanpa mas-
alah. Pemilihan Kepala Daerah yang
telah diselenggarakan selama ini
ternyata cukup banyak mendapat
tantangan internal. Kerusuhan yang
terjadi selama ini telah mencoreng
hitam wajah bangsa ini di negeri yang
dipuji sebagai salah satu dari tiga
negara demokrasi terbesar di dunia
setelah Amerika Serikat dan India.
Akan tetapi, predikat hebat itu hil-
ang seketika akibat berbagai masalah
dan kerusuhan yang terjadi sebelum
dan setelah pelaksanaan pilkada.
Pemilu serentak seperti apa yang
dapat memenuhi kebutuhan pemer-
intahan efektif dalam konteks NKRI.
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